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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 

560/PID.B/2014/PN.Sda Terhadap Kasus Kematian Dalam Peristiwa 

Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah Dan KUHP”, maka penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelaan terpaksa diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dan 2 dikenal 

pengertian pembelaan terpaksa melampaui batas. Pada dasarnya kedua 

pengertian yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 terdapat kata “exces” yang 

berarti melampaui batas. Kedua tema ini terdapat persamaan yang 

mendasar antara keduanya, yaitu objek atau sasaran yang dilindungi. 

Dalam KUHP maupun hukum Islam, dalam pembelaan terpaksa, sama-

sama bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain. 

Dalam KUHP syarat pembelaan terpaksa, apakah pembelaan 

merupakan hak atau kewajiban seseorang. Para ahli hukum, menjelaskan 

secara rinci mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaksa ini. Karena 

dalam pasal tersebut hanya disebutkan tindak dipidana, barang siapa 

“yang melakukan pembelaan terpaksa”. Hal ini berarti kalimat aktif, 
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dalam keadaan seketika itu juga terpaksa atau terdorong oleh situasi yang 

darurat atau mendesak, bukan merupakan anjuran atau perintah.  

2. Dalam hukum Islam, upaya seseorang dalam melindungi jiwa, 

kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan seseorang disebut 

pembelaan yang sah (daf’u Al-sail). Hal ini sebagai upaya preventif yang 

disebut amar ma’ruf nahi mungkar. Pembelaan jika sampai 

mengakibatkan kematian atau pembunuhan dalam melakukan pembelaan 

diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (asbab 

Al-ibahah) dan tidak dijatuhi hukuman karena sebagai alasan pembenar. 

pembelaan harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam hukum 

Islam, yaitu bertujuan Melindungi jiwa atau nyawa, melindungi 

kehormatan diri dan harta.   

Dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i dengan pendapat yang 

rajih (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya jaiz 

(boleh) bukan wajib, berbeda dengan pembelaan kepada kehormatan 

dimana para ulama sepakat hukumnya adalah wajib. 

B. SARAN 

Dalam penulisan ini penulis berharap kepada pembaca yang pertama 

untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan 

kembali konsepsi pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana Islam 

maupun dalam KUHP karena maraknya kejahatan terhadap tubuh seperti 

pembunuhan. Selain itu seharusnya ada upaya preventif yang lebih dari pada 
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hanya sebuah peraturan saja. Seperti yang telah diatur dalam hukum Islam 

yang merupakan kewajiban setiap orang yaitu amar ma’ruf nahi munkar.  

Kedua, Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu 

dipertimbangkan tujuan dan nilai maslahah demi terciptanya realitas hukum 

di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan 

harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan 

dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka 

akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia. 

 Dan yang Ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam 

dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan 

maslahahnya oleh penegak hukum demi terwujudnya prinsip Maqasidasy-

Syari’ah dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil. 


